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PEMENUHAN HAK KONSUMEN PADA PESERTA BPJS KESEHATAN 

DI RUMAH SAKIT ISLAM METRO 

 

Nunung Puspita Sari 

Institut Agama Islam Negeri Metro 

Email: nunung puspitasari15@gmail.com 

 

Abstrak: Rumah Sakit Islam Metro melakukan kerjasama dengan pihak BPJS 

Kesehatan, perjanjian kerjasama yang dilakukan tidak hanya sekadar menunaikan 

hak dan kewajiban bagi peserta BPJS Kesehatan dan Rumah sakit Islam Metro, 

namun ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh rumah sakit untuk 

pasien peserta BPJS Kesehatan. Rumusan masalah yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu, bagaimanakah pelayanan maupun hak konsumen yang 

didapatkan dari Rumah Sakit Islam Metro. Tujuan yang ingin dicapai adalah 

untuk mengetahui pelayanan hak konsumen pada peserta BPJS Kesehatan di 

Rumah Sakit Islam Metro.Artikel ini merupakan penelitian lapangan, dengan  

menggunakan metode wawancara, metode wawancara bertujuan untuk 

memperoleh penjelasan tentang layanan hak konsumen peserta BPJS 

kesehatan.Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Islam Metro, 

bahwasannya pelayanan yang diberikan kepada peserta dengan kelas I, II dan III 

tidak adanya diskriminasi pelayanan yang dilakukan. Hal initermaktub dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

yang diberikan oleh Rumah Sakit Islam Metro tidak ada tindakan diskriminasi 

yang dilakukan oleh petugas rumah sakit dan sudah dijalankan sesuai amanah 

undang-undang yang mengatur. 

Kata kunci : BPJS Kesehatan, Pelayanan Hak Konsumen, Undang-Undang 

 

Abstract: Hospital Islam Metro is doing cooperation with BPJS Kesehatan, 

cooperation agreement that is done not only fulfill the rights and obligations for 

the participants BPJS health and Islamic Hospital Metro, but there are some 

obligations that should be done by the hospital for patients participants BPJS 

health. The problems used in this research are how the service and the rights of 

consumers acquired from the Islamic hospital Metro. The goal to be achieved is to 

know the customer's rights service to the participants of BPJS Kesehatan at the 

Metro Islam Hospital. This article is a field research, using the interview method, 

the interview method aims to obtain explanation about the consumer rights 

services participants of BPJS health. Based on research conducted at the Islamic 

Hospital of Metro, the service is given to participants with class I, II and III there 

is no discrimination of service conducted. This is contained in Law No. 8 of year 

1999, it can be concluded that the service provided by the Islamic hospital Metro 

is not an act of discrimination conducted by hospital officers and has been 

executed according to the mandate law governing. 

keywords :  BPJS Healthcare, Consumer rights services, law 
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PENDAHULUAN  

Semua orang yang berkedudukan di tanah air jaminan pelayanan kesehatan 

yang termaktub dalam Undang-Undang fndDasar 1945, siapapun  berhak untuk 

mendapatkan jaminan kesehatan baik secara perorang maupun masyarakat secara 

keseluruhan.1 Setiap orang memilki hak agar mendapatkan pelayanan dalam 

bidang kesehatan, namun bisa jadi juga bisa tidak diperbolehkan untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan. Maka, ketentuan seseorang mendapatkan 

pelayanan kesehatan atau tidak diatur oleh hukum. Hukum yang menjadi 

perlindungan atas konsumen diatur dengan ketentuan undang-undang sebagai 

hujjah yang memberikan aturan mengenai apa saja yang menjadi hak bagi setiap 

orang yang menjadi konsumen. Di dalam kajian hukum perlingdungan atas apa 

yang menjadi hak atas konsumen diatur pada Pasal 4 yang merinci dan 

fundamental terhadap hak atas konsumen dalam UUPK. 

Konsumen ialah setiap seseorang yang telah menggunakan jasa maupun 

barang yang ada di masyarakat, dengan tujuan  sebegai pemenuhan kebutuhan 

secara pribadi, keluarga maupun yang dibutuhkan oleh orang lain. Dalam UUPK 

diatur dengan cukup jelas mengenai arti dari konsumen, Pasal satu angka dua 

menyebutkan pengertian konsumen sebagai konsumen yang mengkonsumsi 

hingga akhir. Tentu sudah sangat jelas dalam pasal ini mengartikan orang yang 

memiliki hak, bahwa fndorang yang berhak mendapatkan perlindungan adalah orang 

secara alami, bukan orang yang secara badan hukum.  Penjelasan dalam UUPK 

 
1 Muninjaya,Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan,(Jakarta: EGC; 2010), h. 23 
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mengenai orang akhir adalah konsumen yang menggunakan  maupun 

memanfaatkan produk sampai akhir. 

Undang-undang dengan nomor 8 yang diberlakukan pada tahun 1999 

menyebutkan dan mengatur lebih rinci mengenai apa yang menjadi hak bagi 

konsumen, pada undang-undanggf tersebut tentunya mengatur secara rinci dan 

menyeluruh mengenai hak asasi yang wajib didapatkan oleh konsumen. Tujuan 

dari peningkatan hak bagi konsumen tersebut untuk menghormati martabat setiap 

manusia dengan tidak membeda-bedakan strata sosial kemasyarakatan.2 Maka, 

konsumen memiliki kewajiban untuk meningkatkan kepedulian atas apa yang 

digunakan dan mencari tahu mengenai setiap apa yang digunakan, sedangkan 

undang-undang yang mengatur memiliki orientasi akhir bagi konsumen agar 

mampu terhindar dari aktivitas yang dapat merugikan konsumen atau aktivitas 

negatif yang didapatkan dari kebutuhan yang dikonsumsi.3 

Penting kiranya untuk dapat melakukan perlindungan terhadap konsumen i 

dengan alasan konsumen berada dalam kedudukan yang g tidak seimbang dengan 

produsen dari segi pengetahuan. Sehingga, acap kali konsumen dalam keadaan 

tidak seimbang dengan produsen.4 Hak asasi manusia dapat didapatkan dengan 

cara terpenuhinya tingkat hidup masyarakat. Hak keamanan, keselamatan, dan 

kenyamanan ketika menggunakan barang maupun yang lainnya dalam bentuk 

ijasa. Selain itu, diatur juga mengenai hak yang didpatkan konsumen seperti dapat 

 
2 Wulanmaas Frederikk, Aktualisasii Hukum Perlindungan n Konsumen, (Semarang: 

Universitass Diponegoro, 2010), h. 14 
3Adery P. Winter, “Perlindungann Hak-Hak Konsumen n Terhadap Penggunaan n Produk 

Provider Telekomunikasi di Indonesia”, vVol.XXI/No.4/April-Juni /20133 Edisi Khusus, h. 54 
4 Afghan Nanda,a “Perlindungan Hukumm Terhadap Pasien BPJS Kesehatan di RSUP dr. 

Soeradji Tirtonegoro Klaten”, Journal Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 
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memilih barang dan dapat menggunakan apa saja yang dikonsumsi oleh 

konsumen dengan harga yang sesuai dan wajar dan juga konsumen dapat 

merasakan jaminan dari yang dikonsumsi tersebut. Jaminan sosial yang 

didapatkan oleh masyarakat akan didapatkann melalui program yang telah 

diterbitkan oleh pihak pemerintah dengan berbagai programnya, salah satunya 

adanya jaminan bagi masyarakat dalam bidang kesehatan yang diberlakukan 

secara nasional dengan cara diciptakannya Badan Penyelenggaraa Jaminan sSosial 

(BPJS) sebagaii badan yang menyalurkan jaminan bagi masyarakat.5 

BPJS sebagai badan yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat 

yang tercatat, masyarakat berhak mendapatkan jaminan sosial dengan cara 

melakukan  pendaftaran dan pembayaran iuran yang telah ditentukan oleh BPJS. 

Program yang ditawarkan oleh BPJS pada dasarnya memiliki kesamaan dengan 

asuransi lainnya, yang membedakan dari BPJS ialah program pemerintah yang 

menjamin kesehatan bagi masyarakat. Islam mengatur bahwa pemimpin memiliki 

kewajiban untuk menjamin kesehatan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan 

syariat Islam, dalam Islam jaminan yang diberikan bisa menggunakan akad 

tabarru’ atau tolong-menolong namun dalam implementasi di masyarakat 

menggunakan takafful. 

Agar tujuan BPJS bisa didapatkan oleh masyarakat, maka BPJS melakukan 

kerjasama dengan instansi terkait seperti Rumah Sakit Islam Metro. Kerjasama 

tersebut dilakukan oleh pihak BPJS dan Rumah Sakit t Islam Metro sejak tahun 

2014 memuat hak dan kewajibann yang harus s dilakukan pihakk rumah sakit t  agar 

 
5 Wahyu Sasongkoo. Ketentuan-ketentuann Pokok Hukum Perlindungann Konsumen, (Bandar 

Lampung:;; Penerbit Universitass Lampung, 2007 )), h. 41 
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pasien yang telah mendaftarkan diri di BPJS mendapatkan haknya. Yayasan 

Da’wah dan Pemeliharaan masjid Taqwa (YDPMT) yang mulanya diketuai oleh 

Hi. A. Sajoeti Mantan Bupati Lampung Tengah merupakan yang mendirikan 

Rumah  Sakit Islam Metro. Rumah sakit tersebut didirikan pada tanggal 4 Oktober 

1976 di Jalan Jend. Sudirman 21P Metro dan sekarang berganti nama menjadi 

Jalan Jend. AH. Nasution Nomor 250 Yosodadi Metro. 

Pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, BPJS Kesehatan masih tidak 

sesuai dengan yang menjadi harapan bagi masyarakat di tanah air. Telah 

ditemukan beberapa kejadian yang merugikan masyarakat dengan menggunakan 

program pemerintah seperti terjadinya penelantaran bahkan terjadinya penolakan 

yang dilakukan oleh instansi kesehatan terkait. Bapak Juaini Eka Putra selaku 

Pasien BPJS Kesehatanmengaku ditolak saat akan menjalani pengobatan sakit 

mata di Rumah Sakit Islam (RSI) Kota Metro pada hari Jumat 13 Juli 2018.Pasien 

BPJS tersebut menjelaskan, datang ke Rumah Sakit Islam Metro sekitar pukul 

09.00 WIB.Pasien datang ke Rumah Sakit Islam Metro setelah mendapat rujukan 

dari Klinik Griya Sehat, selaku fasilitas kesehatan pertama BPJS 

Kesehatan.Sesampainya di Rumah Sakit Islam Metro, bagian pelayanan di rumah 

sakit tersebut mengatakan pelayanan di bagian mata penuh.Alhasil, pasien BPJS 

kesehatan tersebut kembali dirujuk ke Rumah Sakit Mardi Waluyo.6 

Tentunya kejadian tersebut merugikan pasien sebagai peserta BPJS 

Kesehatan, karena pasien kurang memahami hak yang didapatkan dari BPJS 

Kesehatan. Seperti yang diketahui, bahwa peserta BPJS Kesehatan merupakan 

 
6 https:/lampung.tribunnews.com 
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konsumen yang mendapatkan pelayanan dari pihak BPJS.  Ketentuan atas 

kejadian seperti ini sebenarnya sudah mendapatkan perlindungan  pada pasal dua 

yang termaktub dalam UU No. 8 yang diberlakukan pada tahun 1999 perihal 

persoalan perlindungan yang ditujukan bagi konsumen.  

terdapat lima asas sebagai landasan prioritas bagi konsumen, yang salahh 

satunya adalah aasas keadilan. Asas tersebut mencoba mengatur dengan orientasi 

bahwa konsumen serta produsen agar mendapatkan hak dann kewajiban yang wajib 

untuk dilakukan satuu sama iilain. Selain itu asas keselamatan dan keamanan wajib 

diberikan kepada konsumen sudah mengambil nilai guna dan manfaat dari suatu 

barang maupun jasa yang didapatkan oleh konsumen. 

Berdasarkan persoalan yang terjadi seperti kejadian tersebut, maka peneliti 

membuat rancangan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanapelayanan hak 

konsumen pada peserta BPJS Kesehatan di i Rumah Sakit iIslam Metro. Tujuanm 

dari penelitian yang dilakukan ini yaitu  untuk dapat mengetahui hak-hak 

konsumen peserta BPJS Kesehatan n di Rumah Sakit iIslam Metro. 

METODE pPENELITIANdfergege 

Sebelum melakukan penelitian makadiperlukan cara agar penelitian yang 

dilakukan dapat berjalan, maka digunakan metode kualitatif, peneltian kualitatif 

merupakan metode yang mengamati orang dalam lingkungan aktivitasnya, yang 

berinteraksi dengan mereka. Penelitian merupakan penelitian yang menggunakan 

studi lapangan (field research), yangg dilakukan dengan cara mendatangi lokasiii 

penelitian untuk menapatkan data yang dibutuhkan selama penelitian. Dalam 

pelaksanaannya penelitian akan dilakukan di Rumah Sakitt Islam Metro. 
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Sumber penelitian yang digunanakan berasal penelitian bersumber dari data 

primer juga sekunder. Dataa primerr sebagai sumber asli dalaam proses penelitian 

yang dilakukan, maka proses untuk mendapatkan data sebagai kebutuhan dalam 

proses peneliti mencoba memperhatikan objek sekitar tempat yang dijadikan 

sampel penelitian,7 yaitu pasien yangg telah terdaftar sebagai bagian dari ppeserta 

BPJS dan pasien yang namanya tidak terdaftarr dalam peserta bBPJS. Data 

sekunder sebagai sumber kedua dalam penelitian yang bertujuan sebagai 

pelengkap,8 data selkunder yang digunakan yaitu buku-buku yang terkait dengan 

judul penelitian seperti Aktualisasi Hukum Perlindungan Konsumen karangan 

pkarangan Wulanmas Frederik, Hak-Hak Konsumen karangan Abdul Halim 

Barkatullah, dan salah satu jurnal yang membahas mengenai perlindungan bagi 

pasien pada jurnal volume lima, pada nomor empat, tahunn 2016 serta buku atau 

artikel lainnya yang dapat menjadi penunjang dalam penelitian ini. 

Penelitian ini mencoba menggnakan metode wawancara juga observasi 

sebaga cara atau metode yang digunakan sebagai upaya untuk memperoleh 

kebutuhan data di lapangan selama proses pengamatan berlangsung. Wawancara 

sebagai salah satu metode yang digunakan bertujuan agar dapat memperoleh 

penjelasan mengani apa saja pemenuhan kebutuhan yang dilakukan bagi hak 

konsumen yang telah terdaftar di lembaga pemerintahan yang menangani 

persoalan jaminan sosial. Metode observasi dilakukan dengan cara pengamatan 

yang terjadi dengan melakukan pencatatan  dari setiap gejala-gejala atau 

fenomena yang ada. Selain itu, penelitian ini juga memakai cara atau metode 

 
7 Muhammad, mMetodologi Penelitian Ekonomi \ iIslam, (Jakartaa: Rajawali Press, i2008), h. 

103 
8Ibid, h. 105 
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observasi non-partisipann yang dilakukan dengan cara tidak terlibatnya peneliti 

secara lansung dalam proses yang dilakukan saat dalam proses penelitian 

berlangsung,  peneliti akan mendapatkan gambaran serta data-data tentang 

pelayanan hak konsumen bagi pasien Rumah Sakit Islam dan menjadi peserta 

BPJS Kesehatan. Dalam menganalisis data dalam artikel inii yaitu menggunakan 

kualitatif lapangan yakni dilakukan secara interaktif melalui data yang direduksi 

dari hasil pengamatan yang dilakukan, lalu melakukan penyajian atas apa yang 

didapatkan selama pencarian data, dan menyajikan  kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan.9 Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan 

cara berfikir induktif.  

PEMBAHASAN  

1. Hak Konsumen  

Pelayanan menjadi kunci keberhasilan darri setiap usaha maupun jasa yang 

ditawarkan, pelayanan memiliki peran penting jika terjadi kompetisi dalam 

menentukan keberhasilan merebut  perhatian dan mendapatkan pelanggan. 

Begitupun dalam segmentasi pemerintahan, jika pelayanan umum belum dapat 

mampu memenuhi pelayanan masyarakat, maka dibutuhkan manajemen yang 

tepat dalam penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah. Pelayanan umum tidak 

aka pernah terlepas dari kepentingan umum, maka kedua kata ini memiliki 

korelasi diantaranya. Meskipun dalam perkembangannya pelayanan umum timbul 

karena ada kewajiban yang dikeluarkan sebagai suatu proses dalam organisasi, 

naik itu organisasi yang berasal dari pemerintah maupun organisasi yang 

 
9. Sugiyono, Metodee pPenelitian Kuantitatiff Kualitatif dan R and D, Cet. 116, (Bandungg: 

Alfabeta, 22016), h. 246. 
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diciptakan oleh pihak swasta. Manusia memiliki hak untuk menentukan kemauan, 

hak diartikan sebagai apa yang menjadi kemauan bagi manusia.Hak merupakan 

wewenang atau kekuasaan berbuat dengan ketentuan berdasarkan hukum yang sah 

sesuai dengan kedudukan sebagai masyarakat di tanah air. 

Setiap konsumen tentunya telah diatur apa saja yang menjadi hak sesuai 

dengan hukum yang diakui, yaitu dalam UUPK sebagai dasar hukum yang 

mengatur hak atas konsumen yaitu termaktub dalam pPasal 43 UUPK. Selain itu, 

apapun yang menjadi hak bagi seluruh masyarakat yang menjadi konsumen untuk 

mendapatkan tanggung jawab dalam bidang kesehatan diatur dalam hukum atau 

undang-undang lainnya, seperti yang diterbitkan pada tahun 2004 pada nomor 23 

yang mengatur persoalan kesehatan,  selain itu juga pada tahun 1999 pernah 

diterbitkan UU nomor 8 yang juga lebih awal mengatur perlindungan 

Perlindungan atas Konsumen. Undang-undang tersebut pun mengatur  hal-hal apa 

saja yang harus dilakukan atau kewajiban bagi seorang tenaga ahli dalamn bidang 

kesehatan untuk dapat memberikan pelayanan maksimal yang dibutuhkan oleh 

konsumen, pelayanan seperti kesehatan yang diberikan tenaga kesehatan harus 

memberikana harapan bagi konsumen, yaitu:reliability (kehandalan) yaitu dengan 

memberikan kepuasan dalam pelayanan pada konsumen, responsivenessil (daya 

tangkap) yaitu mampu memberikan sebuah pelayanan yang cepat tanggap dengan 

tidak membedakan beberapa unsur Suku, Agama, Ras, dan Golongan (SARA), 

serta jaminan yang diberikan agar dapat memberikan jaminan atas apa yang 

dibutuhkan bagi konsumen, serta rasa empathy (empati) merupakan hal yang 
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mampu berkomunikasi baik dengan konsumen dan memahami kebutuhan 

kesehatan konsumen.10 

Dalam Pasal 4 mengatur Hak-hak yang didapatkan konsumen berdasarkan 

landasan hukum yang berlaku UUPK, yaitu: 

Pertama, hak yang diperoleh bagi kenyamanan konsumen, keamanan serta 

memberikan keselamatan bagi konsumen dalam setiap mengkonsumsi yang 

diingikan konsumen. Kedua, hak konsumen untuk dapat memilih apa saja barang 

maupun jasa juga mendapatkan sessuatu barang maupun jasa oleh konsumen 

tersebut yang berlaku dan dalam keadaan normal di lapangan dan mendapatkan 

jaminan yangg telah dijanjikan oleh produsen atau pelaku usaha. Ketiga, hak bagi 

seluruh konsumen agar mampu mendapatkan informasi akurat dan sesuai, 

mendapatkan kejelasan dan kejujuran perihal konsumsi yang didapatkan  maupun  

jasa yang diinginkan. Keeempat, Hak konsumen  agar dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan bisa berpendapat untuk menyampaikan keluhan atas barang 

maupun jasa yang dikonsumsi. Kelima, hak bagi konsumen agar mendapatkan 

advokasi serta perlindungan   segala upaya  untuk dapat penyelesaian apabila 

terjadi permasalahan dari barang yang dikonsum. Keenam, hak konsumen agar 

mendapatkan pelayanan pembinaan serta pendidikan bagi hak yang didapatkan 

seluruh masyarakat yang menjadi konsumen. Ketujuh, hak bagi konsumen 

mendapatkan apa yang diperlukan serta mendapatkan pelayanann secaraa benarr 

dan jujurr sertaa tidak diskriminasi ketika ingin mengkonsumsi i barang yang 

dibutuhkan maupun jasa. Kedelapan, hak konsumen agar mendapatkan  bentuk 

 
10 Juariah, “Pemenuhan Hak Konsumen di Institusi Pelayanan Kesehatan di Kota Bandung 

dan Kota Cimahi”, Jurnal, Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 3, No. 6, Juni 2009, h, 281 
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kompensasi, atas kerugian dan atau dalam bentuk penggantian, jika ternyata 

pelayanan dari apa yang ingin dikonsumsi atau dinikmatii didapatkan ternyata 

mengalami ketidaksesuaian atas yang disepakati. Serta terakhir, hak konsumen 

yang telah diatur pada landasan hukum lainnya sebagai pedoman dalam 

mendapatkan pelayanan. 

Pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit juga merupakan bagian 

dari konsumen, maka seluruh pasienn yang berada di rumahh sakit berada idalam 

perlindungan UU yang diterbitkan tahun1999 sebagai landasan hukum untuk 

memberikan pelayanan. 

2. Hak Pasienrmgkgire 

Pasien memiliki aturan lebih lanjut mengenai f hak-hak yang dilindungi 

dalami Undang-Undangw mengenai praktek dalam bidang kedokteran  yang 

diberlakukan pada tahun 2004 yang bernomor 29 tersebut, menyebutkan bahwa 

tujuannya adalah untuk dapat memberikan kenyamanan bagi pasien seperti dalam 

hal perlindungan. Tentunya hak-hak tersebut diatur lebih lanjut dalam undang-

undangan yang membahas hak konsumen yang diterbitkan pada tahun 2004, 

yaitu: 

a. Pasien agar mendapatkan keterangan ataupun penjelasan secara lebih lmengenai 

tindakan yang akan dilalukan sesuai dengan yang termaktub pada pasa lainnya. 

b. Dapat meminta suatu pendapat kepada dokter maupun kepada dokter lainnya 

mengenai kebutuhan pasien. 

c. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya. 

d. Pasien dapat menolak tindakan jika tidak menginginkannya. 
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e. Pasien mendapatkan isi rekam medis yang dilakukan. 

Selain itu, ak-hak yang didapatkan oleh pasien juga diatur dalam Undanng-

Undang 36 Thn 72009 perihal Kesehatan, dalam peraturan hukum tersebut diatur 

dengan sangat jelas mengenai kewajiban dan iihak-hak bagi pasien,  selain itu juga 

mengatur hak ii-hak bagi tenagai kesehatan dan memiliki kewajiban bagi seluruh 

tenaga kerja, sehingga pada peraturan hukum tersebut memiliki terdapat pola yang 

mampu mengatur pasien sebagai salah satu pihak konsumen juga sebagai tenaga 

kerja yakni pihak yang memberikan pelayanan pada pasien telah pada akhirnya 

akan mendapatkan perlindungan  dalam hukum bagi  seluruh pasien.11 

3. Hak Peserta BPJS 

Konsumen yang menerima pelayanan dalam bidang kesehatan yang 

disalurkan oleh pemerintah melalui lembaga sosial tentunya didalamnya diatur 

mengenai hak bagi pasien yang dilindungi secara hukum yang berlaku, sehingga 

pasien bisa mendapatkan pelayanan dalam bidang kesehatan secara maksimal. 

Hak bagi peserta yang terdaftar di lembaga sosial  tersebut diatur dalam undang-

undang yang diberlakukan pada tahun 2009 yaitu nomr 36, selain itu diatur juga  

mengenai peraturan dalam bidang kesehatan tentang jaminan kesehatan yang 

didapatkan, yang diberlakukan pada tahun 2014. Setiap peserta yang telah 

terdaftar tentunya akan mendapatkan hak untuk memperoleh manfaat dalam 

bidang kesehatan yang diberikan dalam bentuk pielayanan kesehatan secara 

iperorangan, terdiri dari promotifm preventi if, kuratif, dan rehabilitative selain itu 

juga ternyata mengatur sangat rinci mengenai penggunaan obat-obatan serta bahan 

 
11 Undang i-Undang nomor 36 Thnn 2009 itentang Kesehatan. 
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medis yang dibutuhkan bagi peserta yang terdaftar. Pelaksanaan BPJS Kesehatan! 

ada manfaat yang dapat diberikan jaminan dan manfaat yang yang tidak dapat 

diberikan jaminan.12 

Bagi peserta yang terdafat di instansi pemerintah yang menangani bidang 

sosial dapat dipahami bahwa peserta tersbut adalah konsumen, maka pembahasan 

yang berkaitan dengan peserta BPJS Kesehatan selalu memiliki keterkaitan 

dengan konsumen, yakni sebagai konsumen dalam jasa pelayanan kesehatan. Para 

ahli hukum secara umum separkat mengartikan ! kata konsumen yaitu bagi 

siapapun yang mengkonsumsi dari hasil produksi  sampai akhir (uiteindeli!jk 

ge!bruiker v!an go!ederen en de!insten).13 Jika dihubungkan persoalan konsumen 

dengan pemeliharaan  perawatan ataupun dalam hal pelayanan di bidang medis, 

maka konsumen dalam hal ini adalah pasien atau yang mendapatkan jasa.14 Dalam 

undang-undang yang diberlakuka pada tahun 2011 mengenai jaminan sosial bagi 

masyarakat, yaitu pada pasal satu angka empat  nomor 24 menjelaskan bahwa! 

Yang menjadi peserta merupakan se!tiap orang, termasuk juga orang yang 

berkedudukan as!ing dapat menjadi peserta dengan syarat telah menetap dan 

bekejra dil lIndonesia selama enam bulan dan telah melakukan pembayaran iuran. 

Selai itu pada tahun 2014 diberlakukan undang-undang yang mengatur pembagian 

peserta BPJS ke dalam dua macam, yaitu: Pertama, lpeserta  lpenerima lbantuan 

(PBlI). Kedua, peslerta lbukan pener lima bantuan liuran (Nlon-PBI).  Krtier lia peserta 

 
12Suhartoyo, “Perlindungann Hukumi Bagii Pekerjai Pesertai BPJS i Kesehatani idi iRumah 

Sakit”,  Fakultasi iHukum Universi itas D iiponegoro, Admiinitratiive Liaw & Governance V iol. 1, ih, 55 
13 Susanti Adil Nugroho, Prosels Penyelesalian Seng lketa Ko lnsumen Diltinjau Darli Hukuml 

Acaral Serta Kelndala l Implementasinya, (Jakarta, Kencana Prenanda Media Group,2008), h, 61  
14 Helrmein Had liati Koeswadjli, Hukuml dan lMasalah Med lik, (Surabaya, lAirlangga 

Universilty Press, 2004), h. 31   
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BPJS Kesehatan tersebut diatur dalam Pasal 6, 7, 8, dan 9 dalan undang-undang 

tersebut.15 

Setiap peserta yang telah terdaftar memiliki hak untuk mendapatkan 

pelayanan, hak lpelayanan yang didapatkan o lleh pasien bisa didapatkan melalui 

fasilitas kesehatan rumah sakit yang diberikan. Peserta yang  menjadi konsumen 

tentunya mengatur hak yang wajib untuk l dilindungil oleh undang-undang agar 

mendapatkan pelayanan secara maksimal. Maka dengan perlindungan jamainan 

hukum yang diberikan kepada konsumen, konsumen atau pasien  dapat 

melakukan tuntutan ganti rugi apabila mendapatkan penolakan layanan, hal ini 

tertera adalam undang-undang yang membahas kesehatan pada tahun 2014.16 

Hak-hak dasar konsumen yaitu diantaranya adalah mendapatkan hak agar 

peserta mendapatkan jaminan kemanan yang diperoleh, selain itu peserta dapat 

memilih dan bisa memperoleh informasi serta pendapat dari peserta bisa menjadi 

pertimbangan. Setiap peserta yang terdaftar meupakan konsumen dari jasa 

pelayanan kesehatan, sehinnga peserta yang terdaftar merupakan konsumen yang 

hak nya diatur dan dilindung serta dihormati, semua itu diatur dalam undang-

undangan yang diberlakukan sejak tahun 2014. Hak-hakaaaaayang didapatkan oleh 

pesertaa BPJS aKesehatan, yaitu: Pertama, peserta berhak untuk 

mendapatkanaaaaaakartuaaaaasebagaiaaaaidentitasaaaaapeserta. Kedua, peserta berhakaaaamendapatkan 

nomor viirtual account. Ketiga, peserta dapat memili ah fasilitasaatingkat pertama 

yang melakukan kerjasama dengan BPJ aS. Keempat,peserta memperoleh jam ainan 

akesehatan. Kelima, peserta dapat menyampaikan atas persoalan fasilitas kesehatan  

 
15 Hadi Setila tunggal, Memahamli Slistem lJaminan Sosia ll Nasiona ll (SJSN) dan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) d li Indonesia, (Jakartall: Harvarindo, l2015), h. 24 
16Suci Hartati, Toni Haryadi, Oemi Hartati, “Perlindungan aaaHukumaaaHak-Hak Pasien Paeserta 

BPJS Kaesehatan di Rsud Kab. Brebes”,  Vol. a1 Edisai 2 Meia 2018, aISSN 2621 – 2781, h. 50 
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diantaranya terkait dengan informasi layanan keseshatan dan program asuransi 

kesehatan tambahan.17 

Sebelum jauh membahas persoalan perlindungan hukum bagi pasien yang 

menjadi konsumen, maka lebih baiknya memahami pengertian dari perlindungan, 

yakni segala usaha yang berorientasi untuk mendapatakan kepastian hukum 

sebagai bentk perlindungan terhadap konsumen. Maka upaya yang dilakukan 

merupakan bentuk nyata untuk dapat memberikan perlindungan. 

 Perlaindungan dalam bidang hukum yang diberikan kepada akonsumen 

tentunya memilikai keterkaitan dengan pelayanan tenaga kesehatan yang 

diberikan., namun lebih baiknya kita dapat memahami pengertian jasa terlebih 

dahulu, jasaa ialah aktivitas yang tidak berwujud yang menjadi tujuan utama dalam 

proses tranksaksi agar mampu bernilai kepuasan bagi konsumen.18 

Konsumen dilindungi secara hukum yang menjamin haknya, aaakarena 

konsumen dinilai memilaiki kedudukan yang lebih rendah jika dibandingkan 

dengan produsen atau pelaku usaha yang pada intinya konsumen tidakaaaaaamengetahui 

apa yang menjadi hak pribadi karena didasari pada pengetahuanaaaaaaayang rendah, 

maka dibutuhkan landasan hukum yang mengatur agar memiliki keseimbangan 

antara konsumen dengan pelaku usaha.19 

4. Pelayanan Hak Konsumen pada Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit 

Islam Metro  

 
17 Undang-undangaaaaaNomor 1 Taahun 2014 atentang Jaminan Penyelenggara Kesehatan 
18 H. Malayu, S.P. Hasibuan, Pelayananan Terhadap Konsumen Jasa, (Jakarta: PT. Bumi  

Aksara, 2001), h. 161 
19 Wila Chandrawila, Hukum Kedokteran, (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 47.   
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Yayasan Da’wah dan Pemeliharaan masjid Taqwa (YDPMT) yang mulanya 

diketuai oleh Hi. A. Sajoeti Mantan Bupati Lampung Tengah merupakan yang 

mendirikan Rumah  Sakit Islam Metro. Rumah sakit tersebut didirikan pada 

tanggal 4 Oktober 1976 di Jalan Jend. Sudirman 21P Metro dan sekarang berganti 

nama menjadi Jalan Jend. AH. Nasution Nomor 250 Yosodadi Metro. Luas 

Rumah Sakit Islam Metro tersebut berkisar +12.350 M2 berdasarkan surat 

keterangan yang Nomor AG.00/1142/XI/1987. Kerjasama yang dilakukan oleh 

pihak BPJS dan Rumah Sakit Islam Metro sejak tahun 2014 memuat hak dan 

kewajiban yang harus dilakukan pihak rumah sakit  agar pasien yang telah 

mendaftarkan diri di BPJS mendapatkan haknya baik dengan  berobat jala 

maupun yang rawat inap. 

Rumah Sakit Islam Metro merupan rumah sakit suwasta, Rumah Sakit Islam 

Metro menerima pasien umum dan pasien BPJS. Peneliti melakukan wawancara 

dengan pasien peserta BPJS kelas III, berdasarkan wawancara diperoleh 

penjelasan bahwa perawatan yang diberikan sangat baik, perawat selalu aktif 

melihat dan mengecek kesehatan pasien setiap hari 3 kali yaitu pagi, siang dan 

malam. Perawat selalu bersikap ramah dan sopan. Untuk masalah pemeriksanan 

oleh dokter, dokter setiap hari mengecek kondisi pasien, dokter selalu mengecek 

obat-obatan yang dikonsumsi pasien, dokter selalu memberikan informasi 

perkembangan kesehatan pasien dan konter selelu memberikan pengarahan 

terhadap hal-hal yang baik dilakukan oleh pasien.20 Hal serupa yang disampai 

oleh Bapak Sarjono bahwa apa yang menjadi hak pasien sudah diberikan oleh 

 
20 Wawancara dengan Ibu Agustina selaku pasien PBJS kelas III Rumah Sakit Islam Metro 

pada tanggal 20 Juni 2020 
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dokternya juga sudah sangat baik.21 Hal tersebut sama dengan yang disampaikan 

oleh Ibu Nariyem, apa yang menjadi kebutuhan bagi pasien sudah diberikan 

seperti pelayanan perawatan sampai dengan pelayanan dokter yang memeriksa 

sudah sangat baik.22 

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan pasien peserta BPJS 

kelas II, dari hasil wawancara diperoleh penjelasan bahwa pasien sudah dirawat 

selama 3 hari di Rumah Sakit Islam Metro, selama di Rumah Sakit Islam Metro 

pasien memperoleh pelayanan yang sangat baik, perawat selalu bersikap sopan 

santun, perawat selalu mengontrol keadaan pasien, baik dari air infus, obat-obatan 

dan perawat selalu menanyakan perkembangan kesehatan pasien. Sedangkan 

dokter yang merawat datang setiap hari, ketika dokter memeriksa kesehatan 

pasien dokter selalu menanyakan apa yang dirasa saat ini, Dokter selalu 

mengontrol obat-obatan yang dikonsumsi, dokter memberikan pejelasan 

perkembangan kesehatan pasienserta Dokter selalu memberikan pengarahan 

kepada pasien dan keluarga pasien.23 

Peneliti melanjutkan wawancara dengan Bapak Poniran selaku pasien BPJS 

Kesehatan yang terdaftar dalam BPJS kesehatan kelas II, namun Bapak Poniran 

mengambil kamar kelas I. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Poniran bisa 

mengambil kelas I dengan penambahan biaya pribadi. Jika dari segi pelayanan 

dari perawat sudah sangat baik, perawat setiap kali masuk kamar pasien selalu 

 
21Wawancara dengan Bapak Sarjono selaku pasien PBJS kelas III Rumah Sakit Islam 

Metro pada tanggal 20 Juni 2020 
22Wawancara dengan Ibu Nariyem selaku pasien PBJS kelas III Rumah Sakit Islam Metro 

pada tanggal 20 Juni 2020 
23 Wawancara dengan Narsih selaku pasien PBJS kelas II Rumah Sakit Islam Metro pada 

tanggal 20 Juni 2020 
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mengucapkan salam, perawat selalu menanyakan keluhan pasien, perawat selalu 

memberikan arahan kepada pasien. Selain pelayanan perawat, pelayanan dari 

dokter juga sudah sangat baik, dokter yang memeriksa selalu bersikap sopan, 

dokter selalu memeriksa pasien dengan teliti, dokter selalu menanyakan 

perkembangan pasien setiap kali memeriksa dan dokter juga selalu memberikan 

nasihat kepada pasien.24 

Kemudian peneliti mencoba melakukan wawancara kembali dengan 

beberapa peserta BPJS kelas I. Berdasarkan hasil wawancara diketahui mengenai 

pelayanan sebagai hak pasien sudah dilakukan oleh perawat maupun dokter 

dengan sangat baik, dari mulai dari pelayanan yang diberikan oleh perawat sampai 

dengan pelayanan yang diberikan oleh dokter. Perawat selalu datang kekamar 

pasien untuk mengontrol kesehatan pasien, perawat selalu menanyakan 

perkembangan kesehatan pasien, perawat memeriksa keadaan pasien, perawat 

selalu memberikan arahan-arahan kepada pasien. Sedangkan palayanan yang 

diberikan oleh dokter yang merawat, dokter datang setiap hari sekali, dokter selalu 

memeriksa kesehatan pasien, dokter selalu memeriksa obat-obatan yang konsumsi 

oleh pasien, dokter selalu menjelaskan perkembangan kesehatan pasien serta 

dokter selalu memberikan pengarahan kepada pasien.25 

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pasiennon-BPJS. Hasil 

wawancara yang telah dilakukan dengan Endang pasien non-BPJS, diperoleh 

penjelasan bahwa Ibu Endang memilih kamar rawat inap kelas I, pelayanan 

 
24Wawancara dengan Poniran selaku pasien PBJS kelas II Rumah Sakit Islam Metro pada 

tanggal 20 Juni 2020 
25 Wawancara dengan Bapak Kardiman selaku pasien PBJS kelas I Rumah Sakit Islam 

Metro pada tanggal 20 Juni 2020 
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diberikan oleh tenaga media pada kamar kelas I, bahwa pewat selalu datang 

mengontrol pasien sehari 3 kali, sikap perawat sangat ramah, perawat selalu 

memeriksa pasien dengan teliti, perewat selalu memberikan saran kepada pasien 

terkait dengan perkembangan kesehatan pasien. Jika dari doktor yang memeriksa, 

dokter datang memeriksa sehari sekali, dokter selalu menanyakan keadaan pasien, 

dokter selalu mengecek obatan-obatan yang diberikan kepada pasien, dokter 

selalu menjelaskan kondisi perkembangan kesehatan pasien, dokter selalu 

memberikan saran kepada pasien.26 

Peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan pasien non BPJS kelas I, 

dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa pelayanan yang berikan oleh 

perawat sudah sangat baik, begitu juga pelayanan yang diberikan oleh dokter juga 

sangat baik. Perawat maupun dokter setiap kali memeriksa pasien salalu bersikap 

sopan, selalu menanyakan keadaan kesehatan pasien, selalu memberikan motivasi 

dan masukan untuk kesehatan pasien.27 

Selanjutnya peneliti kembali melakukan wawancara dengan Ibu Suparti 

selaku pasien non BPJS kesehatan kelas II, berdasarkan hasil wawancara 

diperoleh penjelasan bahwa pelayanan yang diberikan oleh perawat sangat baik, 

perawat datang ke kamar pasien sehari 3 kali dan apabila ada masalah pada pasien 

jika perawat dipanggil selalu siap, perawat bersikap sangat biak, perawat selalu 

mengecek kesehatan pasien, perwat selalu memperhatikan obat-obatan pasien, 

perawat selalu memberikan saran kepada pasien. Sedangkan pelayanan yang 

 
26 Wawancara dengan Ibu Endang selaku pasien non BPJS kesehatan Rumah Sakit Islam 

Metro pada tanggal 20 Juni 2020 
27Wawancara dengan Bapak Triyono selaku pasien non BPJS kesehatan Rumah Sakit Islam 

Metro pada tanggal 20 Juni 2020 
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diberikan oleh dokter yang merawat, dokter selalu datang setiap hari, dokter juga 

bersikap ramah, dokter selalu mengecek kesehatan pasien, dokter selalu 

memberikan pengarahan kepada pasien.28 

Kembali peneliti melanjutkan wawancara dengan pasien non BPJS 

kesehatan kelas III. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh penjelasan bahwa 

perawat selalu mengontrol kesehatan pasien 3 kali dalam sehari, namun jika 

keluarga pasien memanggil terkait dengan kondisi pasien, perawat selalu siap 

kapanpun waktunya. Dokter selalu datang setiap hari sekali, dokter setiap kali 

memeriksa pasien selalu menanyakan keadaan pasien, dokter selalu memeriksa 

dengan teliti, dokter selalu memberikan penjelasan terkait dengan perkembangan 

kesehatan pasien serta dokter selalu memberikan arahan kepada pasien terkait 

dengan perkembangan kesehatan pasien.29 Keterangan yang sama juga 

disampaikan oleh Bapak Rohman Bahwa pelayanan yang diberikan dari pihak 

pewarat dan dokter sudah sangat baik, perawat maupun dokter selalu bersikap 

ramah, selalu memeriksa dengan baik dan selalu memberikan nasiehat kepada 

pasien maupun kepada keluarga pasien yang menunggu.30 

Peneliti melanjutkan wawancara dengan pihak rumah sakit yaitu Ibu Dessy 

Fitriana selaku Kasie Diklat Verifikator Internal BPJS kesehatan di Rumah Sakit 

Islam Metro bahwa dari pihak rumah sakit menyadari masih ada kekurangan 

pelayanan untuk pasien yang akan melakukan operasi jantung baik peserta BPJS 

 
28 Wawancara dengan Ibu Suparti selaku pasien non BPJS kesehatan Rumah Sakit Islam 

Metro pada tanggal 20 Juni 2020 
29 Wawancara dengan Ibu Yuni selaku pasien non BPJS kesehatan Rumah Sakit Islam 

Metro pada tanggal 20 Juni 2020 
30Wawancara dengan Bapak Rohman selaku pasien non BPJS kesehatan Rumah Sakit Islam 

Metro pada tanggal 20 Juni 2020 
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Kesehatan maupun pasien non-BPJS kesehatan.31Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti dengan pasien peserta BPJS dan pasien non-BPJS di atas 

dapat peneliti jelasakan bahwa dari segi pelayanan baik itu pelayanan dari perawat 

sampai dengan pelayanan dokter yang memeriksa memiliki sikap yang sama 

kepada peserta BPJS Kesehatan dengan pasien non-BPJS kelas I, kelas II maupun 

kelas III. Hanya saja yang membedakan dari fasilitas kamar warat inap yang 

ditempati, jika kamar pasien BPJS kelas I lebih luas dan kamar hanya di isi oleh 

satu pasien serta fasilitas cukup lengkap, sementara kamar kelas II pasien peserta 

BPJS cukup luas dan satu ruangan diisi oleh dua pasien, sedangkan kamar pasien 

peserta BPJS kelas III dalam satu ruangan diisi oleh beberapa pasien. 

PasienaaaaaaapesertaaaaaaBPJS kesehatanaaaaaajuga memiliki haknya sebagaiaaaaaaakonsumen 

yaitu pelayananaaaaakesehatan yang terbaik dari rumah sakit,  aaaahal ini termaktub 

dalamaaaaaUndang-Undang Nomor 8 Tahug 1999,  aaaaaperlindungan kepada konsumen 

diatur lebih rinci pada Pasalaaaaa4 Huruf g Haka untuk daiperlakukan atau dilaayani 

secara benara dan jujur aserta tidaak diskriminatiaf, Undang-Undanga No. a44 Tahun 

2009a atentang aRumah aSakit Pasaal 32a huruf c yaaitu pasiaen berhak maemperoleh 

layanan yang manusiawai, aaaaadil, aaajujur danaaaaatanpaaaaaadiskriminatif. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta BPJS kesehatan dari seluruh 

kelas yang ada serta hasil wawancara dengan pasien non BPJS  dari seluruh kelas 

yang ada dalam praktiknya tidak terdapat perbedaan dalam hal pelayanan. Hal ini 

sesesuai dengan Undang-undanga Nomora 8 tahun a1999 atentang Paerlindungan 

Konsumen, aaaaayang materai dasarnya dimuataaaaadalam aUndang-UndangaaavDasar Pasalaaaa27, 

 
31 Wawancara dengan Ibu Dessy Fitriana selaku Kasie Diklat Verifikator Internal BPJS 

Kesehatan di Rumah Sakit Islam Metro pada tanggal 20 Juni 2020 
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Pasala a28D Ayattt t t(1) dant Pasal 33 UUDt t1945. Hak-hak atastt tkonsumen yang diatur 

dalam undang-undang t menjadit tpayung thukum bagit tkonsumen, namun dalam 

implementasinya terdapat ketimpangan sehingga menimbulkan kegamangan bagi 

pesertat BPJS tKesehatan. 

Berdasarkan hasil t wawancara-wawancara tersebut dapat diketahui tbahwa 

hak-hak konsumen pesertat BPJS kesehattan maupun hak konsumen non BPJS di 

rumah Sakit Islam Metro sudah terpenuhi dengan baik, sebagaimana yang telah di 

atur dalam Undang-undangtttt tNomor 8 Tahuntt tt1999 tentangtt tttt tPerlindungan Konsumen, 

Undang-Undang Nomort ttt t23 Tahuntt ttt t1992 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang 

Nomor 29ttt tttTahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pelayanan yang didapatkan 

oleh pasien dari tenaga medisttttt tbaik dari perawat maupun dokter sudah dapat 

dikatakan baik dengan apa yang menjadi harapan pasien pesertatt tttBPJS kesehatan 

maupun pasienttt ttnon-BPJS, pasienttttt tmerasa cukup puastttt tdengan pelayanan yang 

diberikantt ttt toleh pihak Rumahtttt tSakit Islam Metro yaitu pemberian pelayanan yang 

sudah sangat memuaskan, daya tanggap pelayanan pihak Rumah Sakit Islam 

Metro dilaksanakan dengan tanggap tanpa membedakan SARA.Komunikasi dari 

pihak perawat maupun dokter sudah sangat baik dimana perawat maupun Dokter 

selalu memberikan informasi perkembangan kesehatan pasien. 

Peserta BPJS Kesehatan di Rumah tttt tSakit Islam Metro 

mendapatkant ttt tpelayanan cukup memuaskan yang ttt ttsesuai dengan yang termaktub 

dalamttt ttPasal 47 Peraturan tt ttBPJS Kesehatantt tttNomor 1 Tahun ttt tt2014 tentang 

Penyelenggaraant ttt tJaminan Kesehatan. Pserta BPJS tttttKesehatan pun mendapatkan 

pelayanan yang diberikan, pasien peserta ttt tttBPJS Kesehatan mendapatkant hak-hak 
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di RumahtttttSakit Islam Metro antara lain memperoleh pelayanan kesehatan yang 

maksimal. 

 

KESIMPULAN  

Penelitian yang dilakukan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa 

pasienttt tttpeserta BPJS kesehatan tt tttmendapatkan pelayanan yangt cukup maksimaltttt tdari 

rumah Sakitt Islam Metro tanpa mendapatkan perbedaan pelayanan dengan pasien 

yang lainnya. Hal ini sudah sesuai t tttdengan Undang-Undangt ttt tNomor 29 tahuntttt2004 

tentang Praktektt tttKedokteran yang memiliki tujuan untuk tttttmelindungi pihak pasien 

agar mendapatkant ttt tkesehatan dengan kualitas yang tttt tbaik sesuai dengan Pasal tttt t52 

huruftt ttt tc, Undang-Undangt ttt ttttperlindungan Konsumenttt tttpada Pasal 4tttttHuruf a. Berkaitan 

dengan perlindungan atas hukum pasien yang banyak disebutkan oleh undang-

undang, cukup jelas dalam mengatur hak-hak yang didapatkan oleh tenafa 

kesehatan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, sehingga 

membentuk suatu pola yang menimbulkan perlindungan hukum yang berkaitan 

antaratenaga kesehatantt ttt ttsebagai pemberi jasatt ttt ttpelayanan dan konsumen sebagai 

pasien yang mendapatkan tpelayanan kesehatan. 
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